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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. MERDEKA SERASI JAYA ‘
Nomor ; 479.
- Pada hari ini, Senin, tanggal 22-12-2014 (dua puluh dua Desember dua ribu ——

empat belas) pukul 15.15 WIB (lima belas lebih lima belas menit Waktbe -----

Indonesia Barat).

\ "4
-Hadir dihadapan saya, HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, S?gékonomi, —————
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, denga iri oleh saksi-saksi
yang nama-namanya akan disebut pada bagian akh@\a ini dan telah dikenal --

oleh saya, Notaris : \Q

1.~ Tuan ADI ADRIANSYAH SJOEKRI,

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukan mereka —

masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, dan selaku kuasa dari —--. _
pemegang'saham perseroan terbatas yang akan disebutkan di bawah ini dan -—

termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa —

perseroan terbatas, yang akan disebut.

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

- Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan -—-
1

—_——



I_________'_

terlebih dahulu sebagai berikut

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 11-12-2014 (sebelas Desember dua ribu
empat belas) telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -—
perseroan terbatas PT MERDEKA SERASI JAYA, berkedudukan di Jakarta ————

Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana ——-—

termuat daiam : : -0

A J

- Akta tertanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua beli®mor 02, -

yang dibuat dihadapan IVAN GELIUM LANTU, Sarjana Hu , Magister ——-
Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, dan telah men t Fengesahan dari —
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi onesia, dengan Surat —
Keputusannya tertanggal 11-09-2012 (sebe@eptember dua ribu dua ——-..
belas) nomor 44218 AH.01.01.Tahun

- Akta tertanggal 05-12-2012 (lima Peseniber dua ribu dua belas) nomor 08 —
yang dibuat dihadapan IVQN@UM LANTU, Sarjana Hukum, Magister ——
Kenotariatan, Notaris.te@, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri--
Hukum dan Hak Asa(henusia Republik Indonesia, dengan Surat ————eee

Keputusannya gal 14-12-2012 (empat belas Desember dua ribu dua —

belas) noerHU-64368.AH.O‘I .02.Tahun 2012;
’ - Akta gal 19-12-2013 (sembilan belas Desember dua ribu tiga belas) —
n r15, yang dibuat dihadapan RITA IMELDA GINTING, Sarjana Hukum,-—

agister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan -

bo dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ———

Surat Keputusannya tertanggal 05-02-2014 {lima Pebruari dua ribu empat -—

belas) nomor AHU-04821.AH.01.02. Tahun 2014;
‘ - Akta tertanggal 29-09-2014 (dua puluh sembilan September dua ribu empat--
belas) nomor 104, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana ——-
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam —-

Sistern Admnistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 02-10-2014 (dua —
_-'_‘_—_._
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(untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan™)...-

Oktober dua ribu empat belas) nomor AHU-06929.40.21.2014 e

-bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 229.000-.-
(dua ratus dua puluh sembilan ribu) saham atau merupakan seluruh saham yang
hingga saat ini telah dikeluarkan oleh perseroan, sehingga dengan demikian -——-
berdasarkan anggaran dasar perseroan rapat ini dapat dilangsungkan @at -
dapat mengambil keputusan yang sah mengenai semua hal yang{@rakan.—-—
-bahwa dalam rapat itu penghadap telah diberi kuasa oleh r: Ntuk ——eeee—
menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil d &rapat tersebut, -
dalam suatu akta yang dibuat dihadapan notaris, ha@na hendak dilaksanakan
oleh penghadap dalam akta ini.r Q

—-bahwa semua hal-hal yang telah diteran Q(atas ternyata dan tercantum ——

pula dalam Akta Berita Acara Rapat L@Jm Pemegang Saham Luar Biasa -———-
Perseroan, tertanggal 11-12-2.0&Qelas Desember dua ribu empat belas) -——
nomor 100, yang dibuat ciiha%&n saya, Notaris dan telah ditandatangani —-——
pemegang saham yan ‘e} dan/atau diwakili dalam rapat tersebut dan fotokopi |
tanda terima Sura gilan Répat, dilekatkan pada minuta akta ini.-———e—m——-
—Sehubungar@ogan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang —-
penghad gﬁgan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan -——
bah%ﬁw Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang -———
sudkan diatas telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut ——————
Menyetujui IPO Perseroan melaiui penerbitan saham baru sebanyak-—--;----—
banyaknya sebesar 874.363.644 (delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga
ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat) saham yang ——-
merupakan 21% (dua puluh satu persen) dari saham disetor Perseroan -
ataﬁ jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris -———...
Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat serta dicatatkan di BEl ——
dan para pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan -

haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeiuarkan ————

tersebut.
_-_‘_‘_‘—-._




2. Menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 788.991.596 (tujuh ratus ———-

delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima —
ratus sembilan puluh enam} saham baru dari dalam simpanan (portepel) —

Perseroan sebagai akibat pelaksanaan konversi seluruh atau sebagian —-

Convertible Bonds dengan ketentuan sebagai berikut :

— Sebanyak-banyaknya 461.848.739 (empat ratus enam puluh s —
delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga embilan)
saham yang akan diberikan kepada para pemegan vertible Bonds

yang diterbitkan berdasarkan Master Settleme el tertanggal 17-02-
2014 (tujuh belas Februari dua ribu empat b@ sesuai dengan daftar—
pemegang Convertible Bonds yang di oleh Perseroan; dan—————
— Sebanyak-banyaknya 327.142.8 %ratus dua puluh tujuh juta ——
seratus empat puluh dua ribgrdelapan ratus lima puluh tujuh) saham ——
yang akan diberikan l(@ara pemegang Convertible Bonds yang -
diterbitikan berdesar@\l'ujuh Bukit Willis Settlement Deed tertanggal —
10-04-2014 (seq@bh April dua ribu empat belas).

dan para pe saham Perseroan dengan ini mengesampingkan ————

haknya UQ&( mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan ———

ter Q/

yetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 210.263.638 (dua ratus —————

sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan)
saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebagai akibat ——
pelaksanaan seluruh atau sebagian Opsi yang akan diberikan kepada -
pemegang Opsi yang diterbitkan berdasarkan Master Settlement Deed ——-
tertanggal 17-02-2014 (tujuh belas Pebruari dua ribu empat belas) sesuai — ]
dengan daftar pemegang Opsi yang dikelola Perseroan dan pemegang —— |
saham dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas

saham baru yang dikeluarkan tersebut.

Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi -

Perseroan Terbuka.
-—_-_"_-___




5.  Menyetujui pérubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT —

MERDEKA SERAS| JAYA menjadi PT MERDEKA COPPER GOLD.:-emev
{ 6. “Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp.1.000.000,00 (satu juta
Rupiah) per saham menjadi Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham -
sehingga mengakibatkan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran —

Dasar Perseroan™.

‘ 7.  peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar

Rp.400.000.000.000,00 {(empat ratus milyar Rupiah) menj besar ——-
Rp.1.100.000.000.000,00 (satu trilyun seratus milyar & 217 | ——
-peningkatan modal ditempatkan dan disetor P %n sesuai dengan —-
realisasi IPO Perseroan dan realisasi has%@ga Konversi serta ————

pelaksanaan Opsi; dan \Q/

-perubahan Pasal 4 ayat 1 dan r$an Dasar Perseroan.—————
8.  “Menyetujui pendelegasi?r&abemberian kewenangan kepada Dewan ———
Komisaris Perseroap urﬁ&\‘nelaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk —
menetapkan hargaﬁ%em baru yang diterbitkan dalam rangka IPO, untuk —
menyatakan @’&m atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan ———
saham d@ rangka |IPO Perseroan, realisasi hasil Rencana Konversi ———-
se ksanaan Opsi, dan penegasan kembali atas peningkatan modal —

r, modal ditempatkan dan disetor Perseroan”.

N
8&“Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak ...

substitusi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk ————— ...

melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan 1PO —-

Q% Persercoan termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;—

cj b. menetapkan kepastian jumlah saham baru yang ditawarkan dengan -—-

} persetujuan Dewan Komisaris;

¢. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian —

l Sentral Efek Indonesia ("KSEI™) sesuai dengan peraturan KSEl————— -

d. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan——
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disetor penuh pada BEI: dan

€. menghadap pejabat yang berwenang termasuk hadir di hadapan ———-
Notaris dan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya dan/atau ——
menyatakan seluruh atau sebagian dari Keputusan Rapat menjadi -——-
pernyataan keputusan pemegang saham dalam bentuk akta Notaris -——
untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan per Qg—---
undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas r@ ---------- -
memperoleh persetujuan dari atau memberitahukan éa atau ———-
mendaftarkan di Menteri Hukum dan Hak Asasij %‘.ia, mengubah -—
atau menambah kata-kata dalam Anggara ar apabila dianggap -

perlu dan/atau diusulkan oleh Menteri@m dan Hak Asasi Manusia,—

menandatangani akta-akta, me@@ﬂ@n keterangan-keterangan, ——-
| doku

membuat dan menandatangani men-dokumen yang diperlukan, -

untuk hadir di hadapgr{&@gi dan badan pemerintah yang terkait ——
untuk melakukag se@ permohonan atau pendaftaran yang - -
diperlukan seb&?ﬁnana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan ————
peratura dang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, ——-
dan @( mengambil dan melakukan setiap dan seluruh tindakan lain ---

gdn juga yang diperlukan atau sepatutnya diperlukan atau dianggap
Nperlu, dalam pelaksanaan keputusan Rapat, tanpa ada yang -

S
* dikecualikan”.

&)_ “Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk ————— -

Q disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan -————-
. Q% Lembaga Keuangan ("Bapepam & LK") Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok
,&\ Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek me———

cj Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua —-———
Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("Peraturan —

Bapepam”) dan (ii) perubahan-perubahan berdasarkan keputusan RUPSLB

-

ini”.

11.  Menyetujui pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris —
-_
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Perseroan terhitung efektif sejak dituipnya Rapat dengan ucapan «————
terimakasih atas sumbangsihm-fa "sela’ma ini dan memberikan pembebasan
sepenuhnya (acquit et de charge) dari seluruh tanggung jawab selaku -————
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang ﬁmbul dari tindakan-tindakan
beliau masing-masing dalam rangka melaksanakan ja.batannya sebagai ——
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan @:I -
Rapat sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan {@gan —
yang telah diaudit. - %

-Menunjuk dan mengangkat pihak-pihak sebagai b &t ebagai anggota --

Direksi Perseroan untuk periode 5 (lima) tahun@ tanggal ditutupnya -

Rapat. . @Q

DIREKSL.

>

- Presiden Direktur/ ﬁan ADI| ADRIANSYAH SJOEKRI, -

Direktur Teknik. &0%

|

1
I
i

¢
O)®

i
i

‘ - Wakil Presiden Direktur : tuan GAVIN ARNOLD CAUDLE, -




- Direktur Independen  :  tuan CHRISANTHUS SOEPRIYO, -

' - Direktur : tuan MICHAEL WILLIAM-——————. —

—_—_—



‘ - Direktur .
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tuan RONY N. HENDROPRIYONO
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z

>

-Menunjuk dan mengangkat pihak-pihak sebagai beﬁ bagai
im

anggota Dewan Komisaris Perseroa_n urtuk peri @
< _

2

DEWAN KOMISARIS. ?

- Presiden Komisaris : ua@D LLAH MAKHMUD - —

&‘DROPRIYONO (dalam Kartu --

Tanda Penduduk tertulis AM. ——

Y ,& HENDROPRIYONO). I -

a) tahun —

sejak tanggal ditutupmya Rapat yaitu :

—t=

- Wakil Presiden Komisaris :  tuan EDWIN SOERYADJAYA, [}
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- Komisaris Independen

X
N\
N
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S

@- Komisaris
O

| - Komisaris Independen

11

tuan GARIBALDI THOHIR, -——— -

tersebut.




“

\Q@

berikut :

DEWAN KOMISARIS.

-terdapat usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, —

yaitu untuk memasukkan satu kandidat yang ditunjuk oleh .Q__.._

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kedalam 'n Dewan

Komisaris Perseroan, dan seluruh pemegang sah enyetujui ——
usulan tersebut. &
-dan berdasarkan Surat Keputusan Bu yuwangi, yang ————-

dikeluarkan oleh Bupati Bahyuwa?@rta ggal 11-12-2014 e

(sebelas Desember dua ribu elas) nomor

188!619;’KEP!429.011!2[@ tang Penunjukan Perwakilan ———

Pemerintah Kabu nyuwangi Untuk Menjadi Komisaris Pada
| [ J

PT MERDEKA @:‘ER GOLD, maka telah disetujui untuk ———-—-
®

menunjuk K\.
- T@’Ql MARYONO, I

. =
3

-Sehingga, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai -—--- -

- Presiden Komisaris :  tuan ABDULLAH MAKHMUD - -

HENDROPRIYONO (dalam Kartu ——
Tanda Penduduk tertulis AM. .
HENDROPRIYONO), tersebut.—————

- Wakil Presiden Komisaris: tuan EDWIN SOERYADJAYA, .

—_—_—
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- Komisaris Independen - :  tuan RICHARD BRUCE NESS, i
| ‘ tersebut.
- Komisaris > tuan GARIBALDI THOHIR, tersebut.———
- Komisaris Independen  : nyonya Doktoranda ZANNUBA ARIFAH
’ CH. R., tersebut. (\\
- Komisaris _ . tuan ADI MARYONO, terse@--—-—-—---—---

- Sehingga setelah perubahan nama Perseroan, perubahan sta® rseroan, -
perubahan nilai nominal saham Perseroan, peningkatan nﬁcﬂlasar Perseroan -
dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan zfisesuaikan dengan —
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan B@gKeuangan (Bapepam & -

LK) Nemor IX.J.1, maka seluruh Anggaran&l Persercan menjadi berbunyi -

dan ditulis sebagai berikut :

NAMAD &AT KEDUDUKAN
[ J

'\, Pasal 1.

®
1.  Perseroan Terbat@;bemama “PT. MERDEKA COPPER GOLD Tbk.” —
(selanjutnya @jisingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta

Selatan.-

‘ 2.  Per dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di -

at lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia -———

\
\&. sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan —— '

60 Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -—

berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROCAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas

- —MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA —

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, -

pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.
13




mk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat -

melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, -
perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui anak -————we--- -
perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tamban -Q—

penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam urnian --———

pembukaan lahan tambang, pengerukan dan pemind;l@batuan -
logam, pengangkutan dan penjualan !ogam &r??elakukan —_—
kegiatan pascatambang. Untuk melaks kegiatan usaha -—-—
utama ini, Perseroan dapat \0

— melakukan investasi pac@@ahaan-perusahaan lain, baik di -

dalam ataupun di Iua%eg i, dalam bentuk penyertaan saham, -

mendirikan ata ambil bagian atas saham-saham —————
[ J
perusahaan@,\baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam -
®
bentuk @ertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian —

a @am-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak ----—-

<~Nrbatas pada perusahaan pertambangan;
membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan ————-
tambang serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung -
maupun tidak langsung maupun tidak langsung atas perusahaan

lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang -

bergerak di bidang pertambangan; dan
‘ — memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan -

oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan —

penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan -———-
menjalankan usaha dalam bidang Jasa antara lain menjalankan -
usaha-usaha dibidang jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen -—--
dan administrasi, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi ————

bidang teknik engineering, konsultasi bidang manajemen sumber
-
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e —

daya manusia, konsultasi bidang pelatihan dan ketrampilan, ————
konsultasi bidang manajemen dan-administrasi engineering; ————
konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi -
bidang studi perencanaah, konsultasi bidang sistem informasi ——-
geografis {geologi dan geodesi), sarana penunjang perusahaan ——
pertambangan, konsultasi bidang energi, konsultasi bidan tri,
konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang ?g

i bisnis, ——-

konsultasi bidang lingkungan (AMDAL) pengemb@

survey kelautan dan transportasi, jasa bidan ruk5| -------------

pertambangan, konsultasi bidang listrik kal), konsultan bidang
lapangan minyak, gas dan panas b@ konsultasi bidang listrik ——

elektronika, jasa perkiraan t@@ngontrolan biaya dan -

perencanaan, jasa penu@g egiatan dalam bidang industri ———

minyak dan gas b \ée pengangkutan darat/trucking, ——————
[ J
’ b. Untuk menunjang k@an utama tersebut, Perseroan dapat melakukan
®

kegiatan usaha@wnjang yaitu:

= Menj % usaha dalam bida'ng perdagangan, antara lain ————
r@'@lankan usaha-usaha dibidang perdagangan, eksport dan ——
port, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, leveransier dan

0 commission house, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari -—

badan-badan perusahaan;

* Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, antara lain -—-——-

Q pemborongan pada umumnya, pemborongan bidang ————————
be pertambangan, pengelolaan sumber daya alam untuk ————

ketenagalistrikan;

= Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat, antara lain —-

transportasi pertambangan dan perminyakan.

MODAL

Pasal 4

1.  Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.100.000.000.000 (satu trilyun ———
15
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seratus milyar Rupiah) terbagi atas 11.000.000.000 (sebelas milyar) ————
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 {seratus —————

Rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah -——————

2.290.000.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta) saham atau -«

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.229.000.000.000,00
ratus dua puluh sembilan milyar Rupiah) telah disetor penuh S

Perseroan oleh masing-masing pemegang saham denga@ jan serta nilai

nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.&
Saham-saham yang masih dalam simpanan a eluarkan menurut ——--
keperluan modal Perseroan, pada waktu B@!en an cara, harga serta —-—-
persyaratan yang ditetapkan oleh Dire @erdasarkan persetujuan Rapat —
Umum Pemegang Saham, den n§a penawaran umum terbatas dengan
menawarkan Hak Meme.sgkﬁé( erlebih Dahulu kepada seluruh ——— .
pemegang saham Ii’ersea\n atau dengan penambahan modal tanpa Hak --
Memesan Efek Teﬁbﬁh Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan —————een.
memperhati aturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, -————
UndanggMgdang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang----
un 1@{1 yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang -

atur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih —-

A J

dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham —————

Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetuijui -

pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam —

Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor -

penuh.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda --

berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai ————

berikut :

—
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mng akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan --

kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -

mengenai penyetoran tersebut;

benda yang dijadikan sebagai setoran modal waijib dinilai oleh Penilai —
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan -

cara apapun juga; Q

memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham —_
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Ar@&n Dasar ini;-

. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran IQ% dilakukan dalam

bentuk saham Perseroan yang tercatat di B ek, maka harganya —

harus ditetapkan berdasarkan nilai pa&@aja » dan
dalam hal penyetoran tersebut ber. ari laba ditahan, agio saham, —
laba bersih Perseroan, dan}’aéj sur modal sendiri, maka laba -— ———

ditahan, agio saham, l@t
[ ]

sendiri lainnya ters@é\sudah dimuat dalam Laporan Keuangan ———-
®

ih Perseroan, dan/atau unsur modaj -

Tahunan terak(xeng telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di -----

Otoritas J uangan dengan pendapat wajar fanpa pengecualian .-

] 5. Dalamh apat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran --

sa r@alam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun -
ing

katam modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan -

N
\&.jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka —

60 Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan

O P
> s
L

u

d
6

a

maka:

emberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah -———
aham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran -—-
mum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih -

ahulu tersebut.

ika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah efek bersifat Ekuitas, —

. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas —

} yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan.-
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o

dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) —
kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar ---z—-
pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat -
Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat —
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nam Q— -----
pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.-—-e-—-----————
b. Pengeluaran Efek bersifat ekﬁitas tanpa memberikan @‘F D kepada -
pemegang saham dapat dilakukan dalam hal per&l aran saham;—— -

i ditujukan kepada karyawan Perseroa

ii.  ditujukan kepada pemegang obl@@atau Efek lain yang dapat -——
dikonversi menjadi saham$ lah dikeluarkan dengan ————

(9

’ iii. dilakukan dalam reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang

persetujuan RUPS;

[
telah disetujuiQB\RUPS; dan/atau
®

‘ iv. dilakukan@;ai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang —

mel@%lehkan penambahan modal tanpa HMETD. ——————
‘ c. Hak Q@esan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan -«
agangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar -----

Q an peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ——-

Modal;

60 ’ d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak —

Q diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua -—
Q® pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, ——
\ | dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan —-
cj melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek o
bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut waijib dialokasikan —————
sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing--——

masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ———-

ekuitas.
_-—-_-_-_
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ml masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil - -

bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di
atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas —

tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak ---——-

sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. -——-
Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegan S
yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengand{®k untuk —
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berda RUPS e
Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengel fek tersebut.-———
Penambahan modal disetor menjadi efektif set terjadinya penyetoran, --
dan saham yang diterbitkan mempunyai rﬁ@m yang sama dengan -
saham yang mempunyai klasifikasi $ ma yang diterbitkan oleh —— .
Perseroan, dengan tidak mengugangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
pemberitahuan kepada I\ﬂe&é&ukum dan Hak Asasi Ma‘nusia.—---—---------——-
Penambahan modal.daéj\erseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan --
keputusan RUPS. &Ebahan anggaran dasar dalam rangka perubahan -—-
modal dasar disetujui ofeh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.—
Penamb@a modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan -—-
dis z(enjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,

t dilakukan sepanjang:

ra. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;-—

b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;-

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling —
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar waijib dilakukan -—
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam -

ayat 10 huruf b Pasal ini;

d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam -

ayat 10 huruf ¢ Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan -

harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor -
-
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menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, —
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10~ -

huruf ¢ Pasal ini tidak terpenuhi;

l e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal

ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar —————

sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.-——— Q_

’ 11. Perubéhan anggaran dasar dalam rangka penambahan mod{l@ar S

menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran medal yan gakibatkan —
besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% uluh lima persen)
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yan a dengan saham -——

lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, a@n tidak mengurangi ————
kewajiban Perseroan untuk menguru tujuan perubahan anggaran —-—-

dasar dari Menteri Hukum dan )—%Asasi Manusia atas pelaksanaan --—m——

penambahan modal diseio@b’ut.

%A\ SAHAM

{\ Pasal 5.

1. Semua sahar@%dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

2. Persero(&apat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa —-

™

n@
3. geluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan ———
P

eraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

& Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai -

pemilik dari 1 (satu) saham.

Q% I 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka -

mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara
tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai -
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah -—-

yang berhak mempergunakan hak yang diberikan cleh hukum atas saham -

tersebut.

6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para ——————
—-_-_-—n—
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14.

\3 nama dan alamat pemegang saham:;

pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu

ditangguhkan.

Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan -
kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum -—-
Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang bq@—-—
Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijami dengan -
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di @ng pasar modal
dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tenta &rseroan Terbatas. -
Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada@sa Efek di Indonesia -
berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia pat saham Persercan -————

dicatatkan. A\

Dalam hal Saham Perseroan tid%masuk dalam Penitipan Kolektif pada -
Lembaga Penyelesaian .d@/impanan, maka Perseroan wajib -————
memberikan bukti p.emﬁ’ saham berupa surat saham atau surat kolektif -

saham kepada pe@ng sahamnya.

Surat kolekti dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau

lebih sa@\yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

Pa®sg(at saham harus dicantumkan sekurangnya:

rb. nomor surat saham;

¢. nilai nominal saham:

d: tanggal pengeluaran surat saham.

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. nama dan alamat pemegang saham;

b. nomor surat kolektif saham;

¢. nomor surat saham dan jumlah saham:;

d. nilai nominal saham;

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden -

—_—
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’ 16.

Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.

Apabila terdapat pecahan nitai nominal saham, pemegang pecahan nilai ~—
nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang
pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang ———
pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama —— —~

memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari kIaaﬁng-——--

tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut% menun]uk —

seorang diantara mereka atau seorang lain sebag@g
e

rhak

mereka bersama

dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah
mempergunakan hak yang diberikan oleh@m atas saham tersebut.-—-
Direksi atau kuasa yang ditunjuk ole rkewajiban untuk mengadakan
daftar pemegang saham dan dajam daftar itu dicatat nomor-nomor urut -——
surat saham, jumlah sah.aK@ dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat
para pemegang saham@keterangan-keterangan lain yang dianggap -—-
perlu.—— ’K\

@PENGGANTI SURAT SAHAM

Q‘ Pasal 6.

Da | surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut d_apat _

ikukan jika:

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah ———

’ pemilik surat saham tersebut; dan

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ————wmee——

memberikan penggantian surat saham.

Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat ——

dilakukan jika:

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah -———.

4 pemilik surat saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian - —
-
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Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut:

! ¢. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan -
jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan——-——
L d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ——————-
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam -

waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluarfbo-_m-

pengganti surai saham.

A\ 4
’ 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saha&xg dinyatakan

‘ hitang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Persero

N
‘ 5. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pen fan surat saham ————

‘ pengganti ditanggung oleh pemegang sa@ang berkepentingan.-———--
l 6.  Bahwa ketentuan tentang surat sa$&m ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal —

‘ ini, berlaku pula bagi surat kolelk#f saham.

Plgrg@N KOLEKTIF
. C) --Pasal 7.

1.  Saham dalam Penﬁ}ﬁ Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -

Penyelesaia dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama ——

Lembag@yimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang ——

rek 'gﬁ)ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
‘ 2. \ SQ datam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan -—
\&-Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan —
60 Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -

yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank --——-

Q% Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

\ 3.  Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan —
cj bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak -
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ——————
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan —-

saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank —————

Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana -
_-_"'_-_-_-
23



terbentuk kontrék investasi kolektif tersebut.

Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada ———
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai
tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. —-
Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang - ——
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian at %k -
Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasj @ktif dalam
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas n@ pihak yang —

ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyele@f@c?:au Bank -

Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Le}@a Penyimpanan dan ————

Penyelesaian atau Bank Kustodian %Perseroan atau Birg ——————~

Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
Lembaga Penyimpanan gl&@elesaian, Bank Kustodian, atau -———————
Perusahaan Efek w.ajibﬁj\?erbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang---
rekening sebagai 1&% bukti pencatatan dalam rekening Efek.— —————
Dalam Peniti%%ektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama -

yang dit@‘kan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara

sat an yang lain.

eroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif ——
apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang —-——
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang -

cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan —-

surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif —
apabilé saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ——-—
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -
Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak

hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening -—
- _
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12.

14.

[t

efek tersebut.

Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat —
Umum Pemegang Saham adaiah pihak yang namanya tercatat sebagai —-
pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,—
Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum ————

panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. ~

A J

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kusto @tau ----- —

Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang dltentukan peraturan —_—

yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan@ga
a

rekening efek kepada Perseroan untuk didaftar: lam Buku Daftar —-—

ama pemegang -

Pemegang Saham yang khusus dlsedlake@h Rapat Umum Pemegang --

Saham dalam jangka waktu yang dit dalam peraturan perundang-—-

undangan yang berlaku di bidantgasar modal.
Manajer Investasi berhalg @n mengeluarkan suara dalam Rapat ———-
Umum Pemegang S.ah as saham Perseroan yang termasuk dalam —-
Penitipan Kolektif pﬂéBank Kustodian, yang merupakan bagian dari ———
portofolio Efe a Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak —
termasu&@am Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -
Pe zéian dengan keientuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib ——
sgmpaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu} hari
~kerja sebelum pemanggitan Rapat Umum Pemegang Saham. —eee———
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain —-
sehubungan dengan ;semilikan saham kepada lL.embaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -———-
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan -—
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk ———-

kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan

Perusahaan Efek tersebut.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain-—--

_—
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sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodiarr yang merupakan bagian dari
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -—
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan —— -

Penyelesaian.

Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak un e
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya seh an ——-—
dengan pemilikan saham daiam Penitipan Kolektif ditentl.@ leh Rapat —
Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa ‘{n?Kustodian dan —
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ang rekening Efek —
beserta jumlah saham Perseroan yang di?h@ole masing-masing -—-—--—--
pemegang Rekening Efek tersebut ke &embaga Penyimpanan dan —--
Penyelesaian, paling lambat 1 ( tu)§

ri kerja setelah tanggal yang -——-—-

menjadi dasar penentuan g@eng saham yang berhak untuk ——— .. -
®

memperoleh dividen sa@bonus atau hak-hak lainnya tersebut.——————-

®
PB@DAHAN HAK ATAS SAHAM

-~ ——Pasal 8.

Dalam h(grjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang

ter alam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai -

§ gang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar —
N
v e

megang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak -——-
yang benNenan\g dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada

Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. ———————

Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen ——
yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak —-

dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas ——--—

saham yang bersangkutan.

- Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar
Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan ———

dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang--
26
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— e ———

berlaku.

Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan —

di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang-

Pasar Modal.

Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham -
dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-ca g-—
disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipe @au S

apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kep erseroan oleh

pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratk@ leh pihak yang —-—-

berwenang tidak terpenuhi.

Apabila Direksi menolak untuk mencatatk%@mindahan hak atas saham —
tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh %teiah tanggal permohonan ———
untuk pendaftaran itu diterima olgh Direksi Perseroan, Direksi wajib e
mengirimkan pemberitahy&@olakan kepada pihak yang akan -————....
memindahkan haknya. %\ '

Mengenai saham ébroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, -
setiap peno[% tuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan —

peratura@rsa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan

dic&@l‘
\ 3 ng yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang -—

rpemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan
suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak

sebagaimana sewaktu-wakiu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan —

permohonan secara tertulis uniuk didaftar sebagai pemegang saham.——-
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik -
bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di ————

Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ———-

dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening ——
_-_-_-.ﬁn—
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Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian,

dan Perusahaan Efek.

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini -—
yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran —-

pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap ——————

fa\
O
A4

pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9. Q

A4
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya&*t??“RUPS” adalah: -
a. RUPS tahunan;

b.  RUPS lainnya, yang dalam Anggaraﬁ@ar disebut juga RUPS luar -

‘ biasa. A\

2. lIstilah RUPS dalam Anggaran D@ﬁerarﬁ keduanya, yaitu: RUPS -——..
‘ tahunan dan RUPS luar E)i @cuali dengan tegas ditentukan lain.-————.. -
3.  RUPS tahunan waji.b di%\an dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)
‘ bulan setelah tahuQ\ku berakhir.
4. Dalam RUPS@%I‘!:
a. DirgRS menyampaikan:

@laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk

Q ‘ mendapat persetujuan RUPS;
\& ’ - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;-———

60 b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

C. Ditetapkan penggunaan laba, jika

Q% Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang

cj telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ————

ketentuan anggaran dasar.

| 5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh -
RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ——
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pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku ——

yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan‘Tahunan dan -

Laporan Keuangan.

6.  RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan ————
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf %an :
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Angge@asar.n—-—-

- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN Ru@r-_----w.._-_-----

Pasal 10. {

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lai Anggaran Dasar —-
Perseroan, RUPS diadakan di tempat\@dukan Perseroan atau di ——
tempat Perseroan melakukann ke g(usahanya atau di tempat — -
kedudukan bursa efek di ma ﬁ Perseroan dicatatkan.-——————

‘ b. RUPS sebagaimana iii dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan
di wilayah Negaia R@Iik Indonesia.
’ 2. Sedikit-dikitnya 14 ﬁ{hﬁat belas) hari sebelum ditakukan pemanggilan -

untuk RUPS tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan —
tanggal g@nggilan, pihak yang berhak memberikan pemahggilan harus --
mel @h pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara -——
&ang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian e

§erbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan ——-

diadakan RUPS.

Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan -
untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan -
dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia -

yang beredar secara nasional di Indonesia.

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat -

belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal

pemanggilan dan tanggal RUPS.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan -
29

C—



RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam ..
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan -
dengan tidak merﬁperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS —
kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah —— ...

diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuiuh) hari dan?ﬁ—--

lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. 0
Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, w@\empat, mata

acara dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dﬁ{: akan dalam -——

RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tang anggilan RUPS
sampai dengan tanggal RUPS. Q
Apabila semua pemegang saham hadi atau diwakili dalam RUPS, ———

pemberitahuan dan panggilan te%)ih ahulu tidak disyaratkan dan rapat —

dapat diadakan di tempat an Perseroan dan/atau di tempat - —

o ‘
kedudukan bursa ef:ak dd5\one_sia tempat saham Perseroan dicatatkan. -
Selain penyelenggfﬁo RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan -
ayat 1, RUPS Juga dilakukan melalui media telekonferensi, video -
konferen@au melalui sarana media elektronik lainnya yang ——————
me @mkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar ——-

& langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap ————n
=memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang -

Pasar Modal.

Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:

(a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih -

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;—— .

l (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum —————...

pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan: dan.————

\ (c) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung —

dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam —.
_-_-_-—-_-_
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Anggaran Dasar ini.

‘ 8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komiéaris yang ditunjuk oleh -

Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -
atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -———-

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, -

RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rl{@ng R

ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunju é ewan Komisaris -
d

mempunyai benturan kepentingan atas hal ya

RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggot%@van komisaris lainnya yang -

tidak mempunyai benturan kepentn@ g ditunjuk oleh Dewan —

iputuskan dalam —

Komisaris.

Apabila semua anggota D omlsans mempunyai benturan —————.__
[ J

kepentingan, makaRU@pimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk —
®

oleh Direksi. &\.

Dalam hal sa @u Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai -

benturar@entingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka -

RU igimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan -——-——-

ehtingan
N\
\&. pabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka -

60 RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang -—

ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS...— ..

e KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS — .

Pasal 11.

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek -

Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang —
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah .

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ————

Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.——
_“_—_‘-—._
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b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini —-

tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.

\ ¢. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ———-—
mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling -———
sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara -

yang sah. (\

‘ d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas perm{@n —_——

Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk % mbil — -
a

keputusan, pemanggilan, dan waktu penyeleng&

oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

RUPS ditetapkan

Pemegang saham dapat diwakili oleh peﬁ@wg saham lain atau ofang e —

lain dengan surat kuasa. \

Ketua rapat berhak meminta aggﬁuasa untuk mewakili pemegang —
saham diperlihatkan kepa rﬁéada waktu rapat diadakan.
®

Dalam rapat, setiap salﬁa\nemberikan hak kepada pemiliknya untuk —-
®

mengeluarkan 1 (5®\suara.

Anggota Dire '%gota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh

bertinda@aku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan -—

sel

lzt:lsa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.-— .

ngutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup —
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal fain dilakukan pemungutan -
dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan

dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut,

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. —
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak .
tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu —
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ————
dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabita dalam Aﬁggaran ——

Dasar ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul —
_-_-_-——-_
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ditolak.

‘ 8. - Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang -

terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan -
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa —

yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

)

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepenting@‘nggap —_

telah memberikan keputusan yang sama dengan kepl@ﬁ yang ———

disetujui oleh pemegang saham independen y%d mempunyai ——-

benturan kepentingan.

b. RUPS untuk memutuskan hal yang mé@nyal benturan kepentingan -
diselenggarakan dengan ketentua a RUPS tersebut ——— oo
dihadiri/diwakili oleh lebih dagi 1/2Vsatu perdua) dari jumlah seluruh ———
pemegang saham inc.i dgn dan keputusan diambil berdasarkan -——
suara setuju dar.i pe@ang saham independen yang mewakili lebih -
dari 1/2 (satu p(&a) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ——-

yang sah %imiliki oleh pemegang saham independen._-;--__----_-_--_
‘ c. Dala(@l kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini —
ercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus -
Q; hadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh —
\& saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham
60 independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari ———

pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu -————

Q% perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham —————

independen yang hadir dalam RUPS.

1 e. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini -—-—
tidak tercapai, atas permohcnan Perseroan, kuorum, jumlah suara ————

untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan

rapat ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

‘ 9.  Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak
_-_-—"_-_.._
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mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama -—
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,-i-—
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan e -
mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang —
saham telah diberi fanu secara tertulis dan semua pemegang saham ——— —

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara te?@rta

menandatangani persetujuan tersebut. O

A4
Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mem l@&ekuatan R—

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan % lam RUPS.———
PERUBAHAN ANGGARAN Dg@

Pasal 12. “\Q

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapk RUPS, yang dihadiri oleh -——

pemegang saham yang mewakil'%llin sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian -
dari jumlah seluruh saha. lah dikeluarkan yang mempunyai hak -
suara yang sah dan.kemy\an disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) —
bagian dari seluruhﬁ%am dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. —
Perubahan ,Qn Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan

dalam b@a Indonesia.

3 ‘ 2. F&%ﬂ ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama

tau tempat kedudukan Perseroan, maksqdﬂ_dan tujuan serta kegiatan -
»usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Pergeroan, besarnya modal -——
60 dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan—-

status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, waijib

Q% mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —

Indonesia.

-

; ‘ 3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut -——
dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya -—

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan —-

tersebut.
_-_-—-—-_..
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4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud

dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri ——
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) ———
bagian dari jJumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan ———
secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ———
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS,.->——
Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dak@at 4 e
Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuo@ ehadiran —
RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil kepl&n, pemanggilan, dan
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan olehQ

Keuangan. Q

Keputusan mengenai pengurangan $gﬁarus diberitahukan secara -

Otoritas Jasa -———n--

tertulis kepada semua kreditur F”g‘.er an dan diumumkan oleh Direksi -——
dalam 1 (satu) atau Iebih. bar harian yang beredar secara nasional -

dalam jangka waktu paﬁs\ambat 7 {tujuh) hari sejak tanggal keputusan -—
®

tentang pengurang@nodal tersebut.

-—-—---——-----PENGGG%GAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, —

______ _ .QI Pasal 13.

1. 6®ngan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Q‘ DAN PEMISAHAN

berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan -
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 {tiga perempat) dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan -

disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham -——

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

‘ b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas fidak -

tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan —-

berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh ——————

pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili ——-
-_
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paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak —
suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) -

bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-

‘ ¢. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak -

tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk ——-

mengambil kepuiusan, panggilan dan waktu penyeienggai’aag%@ —

ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. O

A4
Direksi wajib mengumumkan dalam 2 {dua) surat kabar h@gyang terbit —
atau beredar di tempat kedudukan atau tempat keg@‘{nc?saha Perseroan -
mengenai rancangan penggabungan, peleburaQe gambilalihan atau ——-

pemisahan Perseroan selambat-lambatn(empat belas) hari sebelum -

pemanggilan RUPS. \

DIREK

,Qéal 14.

[ J
Direksi terdiri dari 2 (duﬂjxng atau lebih anggota Direksi, seorang —————
®

diantaranya dapat %Nkat sebagai Presiden Direktur.
Anggota Dire%%gkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka' wakitut
terhitung@ak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun
keli rikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -————————

erhentikannya sewaktu-waktu.

Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk

)
8&Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara ————-

diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang

Negara Repubilik Indonesia yang berlaku.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat -

kembali.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang ———-
berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan —---

harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota —

Direksi lain yang menjabat.
-_
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Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua ——
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam pulun) hari —-
sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi -————

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan —

Anggaran Dasar.

Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggoté Direksi lowong, u
@

Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jaba %

sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisari itunjuk —

oleh rapat Dewan Komisaris.

dengan —--eee-e-

memberitahukan secara tertulis kepada Perser

puluh) hari sebelum tanggal pengunduran@/a.

ing kurang 60 (enam -

Perseroan wajib menyelenggarakan ntuk memﬁtuskan permohonan
pengunduran diri anggota Direk'%dala jangka waktu paling lambat 60 ——
(enam puluh) hari setelah Ké@bnyé surat pengunduran diri;--;._- ................
Dalam hal Perseroa.n ticﬁb\lenyelenggarakan RUPS dalam ja.ngka wakiu —
sebagaimana dimaQ}d dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan iampaunya —
kurun waktu t, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa -

memerlt@\persetujuan RUPS.
Dal

anggota Direksi mengundurkan diri séhingga mengékibatkan ———
3 ah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka ——--—mw-e-r
» pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah

diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan

minimal jumlah anggota Direksi.
Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh ——
Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam -

jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal ———-

\11.

pemberhentian sementara.

Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat

mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS

tidak diselenggarakan,'maka pemberhentian sementara anggota Direksi -—-
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menjadi batal.

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi —
dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut --

oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal ini;-—--——-—-)aQ---m |
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-u@an;-——-«----

c. meninggal dunia; e. '
{
A

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.—,

TUGAS DAN WEWENANG D

Pasal 15. -30

Direksi berhak mewakili Perseroan dj % dan di luar Pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala ke@an, mengikat Perseroan dengan pihak --
lain dan pihak lain dengqn&ééoan, serta menjalankan segala tindakan, -
baik yang mengena.i keﬁ%urusan maupun kepefriilikan, akan tetapi -
dengan pembatas&khwa untuk:

a. meminja meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ——- -

term@k pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya—
gﬁihi jumlah yang dari wakiu ke waktu ditentukan oleh Dewan -—— —

omisaris; ;
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di —

’ dalam maupun di luar negeri;

-harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.-—————
Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan —-
jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah -
kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu -—— -
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang -—-———
berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri
atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga —

per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -
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e

dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan —

perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas -
tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling @2}’3
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak yang —
sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) ba i@gﬁ seluruh -

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.--

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana di dalam ayat 3 di atas,
maka atas permohonan Perseroan, kuor hadiran, jumlah suara untuk -

mengambil keputusan, pemanggiia@%aktu penyelenggaraan RUPS —

ditetapkan oleh Ketua Ctoritas J@a uangan.
a. Presiden Direktur ber: -gmma dengan seorang Direktur berhak dan--
[ J
berwenang bertindiﬂ\tuk dan atas nama Direksi serta mewakili ------ -
®

Perseroan. &\.

’ b. Dalamh iden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab

apa[@uga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -——

& 2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak—
u

ntuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

g& Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh -—-

RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang -———

anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

\ ‘ 7.  Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa -
cj,b tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan —
melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam -
surat kuasa.
1 8.  Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -
_
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kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan-——-—.-
diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Persercan mempunyai--
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota -—-——

Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu -

dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 pasal ini.————-

RAPAT DIREKSI O\

N
Pasal 16. f\’b

1.

.

\J
Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap se@&Iaktu SRR

apabila dipandang perlu: K‘O

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;_--_qg
b. atas permintaan tertulis dari seorang bift anggota Dewan ————

Komisaris; atau ‘Q/ :

c. atas permintaan tertulis dari ($ orang atau lebih pemegang saham

yang bersama-sama \@h 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari —
®

jumlah seluruh sah@engan hak suara.
®

Panggilan Rapat E@si dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ———

bertindak umb@ atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15—

Anggar@sar ini.

an&@h Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan —

at yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan —

N\
\&- mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, -

&\beo 4.
(,)’b 5.
o

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.————-

Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat '

rapat.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat ~—-——-

kegiatan usaha perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih ———

dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -————

dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur--

_—

40



‘ 10.

‘11.

s

tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -——
-pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----

-dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh .-

anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Q_
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan ya&ngikat

apabila lebih dari 1/2 {satu per dua) bagian dari jumlah ar%& Direksi ——

hadir atau diwakili dalam rapat. &c.)

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdas zﬁusyawarah' untuk —
mufakat. Apabila tidak tercapai maka kepﬁ@gambil dengan ——————
pemungutan suara berdasarkan suara paling sedikit iebih dari 1/2 —
(satu per dua) bagian dari jumla sﬁang dikeluarkan dalam rapat.———-

Apabila suara yang setuju d g tidak setuju berimbang, ketua rapat -—-

Direksi yang akan men@kan
a. Setiap anggotf\ek& yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -
dan tamb % (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang —
diwa

(&ngutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -

rtutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai —

hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain

tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -——- :

secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ———--

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam —-
ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media ——
telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik —-

lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling ————-

-
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l 13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa men@{Q ——

melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam ——-

Rapat Direksi.

‘ b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana-———

dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan —
diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk ———--

disetujui dan ditandatangani. (\\

Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi diberitahu
secara fertulis dan semua anggota Direksi memberik@rsetujuan ——

mengenai usul yang diajukan secara tertulis deQ%enandatangani --------

persetujuan tersebut. \0

Keputusan yang diambil dengan cara Kian mempunyai kekuatan yang -

sama dengan keputusan yang digmbf®dengan sah dalam Rapat Direksi.——
\M&)MISARIS ——-

DFK‘E
[ J
'\, asal 17.

1.

Dewan Komisaris (ﬁﬁu dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan —-—---
Komisaris ter @Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan -—-
dengan @'yaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bid @asar modal, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ——— -

stden Komisaris.

* nggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS uniuk jangka waktu ——-—- —

terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima

berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -—-

sewaktu-wakitu.

Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka —-—
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, --——
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan —————— ~
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-———

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang ——

e —
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berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan -———
harus diangkat untuk jangka wakiu yang merupakan sisa jabatan anggota -

Komisaris lain yang menjabat.

4.  Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -————
jabaténnya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ———-

tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebiﬂ@—-—
tanggal pengunduran dirinya. fo\

\J
‘ 6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutu@_ ................ -

permochonan pengunduran diri anggota Dewan Komis&halam jangka ——

waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setel rimanya suraf -
pengunduran diri. \O
’ 7.  Dalam hal Perseroan tidak menyelen an RUPS dalam jangka waktu -

sebagaimana dimaksud dalam t 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya -

kurun waktu tersebut, pen n@an diri anggota Dewan Komisaris menjadi -
®

sah tanpa memerlul:an Q’g\etujuan RUPS.
] 8. Dalam hal anggotaQNan Komisaris mengundurkan diri sehingga ————
mengakibatkaMailah anggota Dewan Komisaris masing-masing mrenjadi -
kurang qeg (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila —
tel apkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru

Q ga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ——————-
» Komisaris.

Y
& Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya {jika ada) dari para anggota ——

Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS .————

; 9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;-—————
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;—-

¢c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-

Pasal 18.
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m;Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan,

jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun —
usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.-—————————
Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak -

memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan ——

keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk men segala —
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. &
Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris ber, mperoleh penjelasan -

dari Direksi atau setiap anggota Direksi tenh@egala hal yang diperlukan -

oleh Dewan Komisaris. A\

Rapat Dewan Komisaris setiap \%kﬁrhak memberhentikan untuk -
sementara seorang atau.l @ggota Direksi, apabila anggota Direksi ——
tersebut bertindak lzert@gan dengan Anggaran Dasar dan/atau -——-we
peraturan perundaQ\ndangan yang berlaku atau merugikan maksud dan -

tujuan Perse au melalaikan kewajibannya.

Pember@ﬁan’ sementara itu harus diberitahukan kepada yang -———————
ber @(utan disertai alasannya.

m jangka waktu 45 (empati puluh lima} hari sesudah pemberhentian ——

r sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan ————

RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang —-
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada -
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan -
sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. —————
Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan
apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, -
maka RUPS dipimpin cleh salah seorang anggota Dewan Komisaris -—————
lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus -—————

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.

—_—
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8.  Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat ———

puluhlima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pernberhentian
sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak —-

menjabat kembali jabatannya semula.

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan —
tidak mempunyai seocrangpun anggota Direksi maka untuk semenfara-—-—

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dal;@a ——

demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberi kuasaan —-
sementara kepada seorang atau lebih di antara mere& as tanggungan -

mereka bersama, satu dan lain dengan memp an ketentuan Pasal 18

ayat 6. Q

RAPAT DEWAI\$ ARIS
Pa%H .

Penyelenggaraan Rapat. omisaris dapat dilakukan setiap waktu —

apabila dipandang perllcj\
[ J

a. oleh seorang a@ebih anggota Dewan Komisaris;

b. atas per tertulis dari secrang atau lebih anggota Dewan —————

‘ Komi@@s; atau

c. gﬁermintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham

yang bersama-sama mewakili 1/10 {satu per sepuluh) atau lebih dari -

jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, -.—-
apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggo’ta Dewan Komisaris -
yang lain berhak melakukan penggilan berdasarkan surat kuasa dari ————

Presiden Komisaris.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan
Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga} hari -
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan

dan tanggal rapat.

—_—
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4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat

s

rapat.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau --—
tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan -———..
Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak ———

disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimana;}@a -

dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

0N
_ \J
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisari m hal ———--
Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhaia@ﬁ%ng tidak perlu ——
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan ris dipimpin oleh ———

seorang anggota Dewan Komisaris yang & oleh dan dari antara --————

anggota Dewan Komisaris yang hadi;. \EQ/

Seorang anggota Dewan Komisg at diwakili dalam Rapat Dewan ——-

Komisaris hanya oleh ang% wan Komisaris lainnya berdasarkan surat
[ J

Ve
kuasa. " ‘9

Rapat Dewan Ko %s adalah sah dan berhak mengambil keputusan ——-

yang mengik&ila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ——-

anggota@an Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

Ke gdn Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan —-———e

yawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil
» dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih -
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam —-

rapat.

Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat

}11,

Dewan Komisaris yang akan menentukan.

a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 -
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota —— -

Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;

‘ b.  Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara

—_—
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D gKomisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota -———
ﬁgf

e ——

tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai

hal-hai lain dilakukan secara lisan; kecuali ketua rapat menentukan —-

lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan

secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ——

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. N
Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris seba @’Qmmm
dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan K gris dapat -—-
juga dilakukan melalui media telekonferensi, vi(&)c%m‘erensi atau -—-
melalui sarana media elektronik lainnya emu-ngkinkan semua -
peserta Rapat Dewan Komisaris sa elihat dan mendengar ——-
secara langsung serta berpartisi @alam R;apat Dewan Komisaris.—
Risalah Rapat hasil penye@g§an Rapat Dewan Komisaris .. -
sebagaimana dima.k @am Pasal 12 (a) diatas harus dibuat ———

secara tertulis da@darkan kepada seluruh anggota Dewan -—.— —
®

Komisaris ya@kut serta untuk disetujui dan ditandatangani.—————-

‘ 13. Dewan Kom@japatjuga mengambil keputusan yang sah tanpa -

menga@qn Rapai Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota -

an Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -

<
\ | | .
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan -

60 yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama - -

\
% .| Komisaris.
O

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan --—--- —

~———-RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN —

Pasal 20.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan

Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum

tahun buku dimulai.

{ 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan -—

—_—
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paiing lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang

akan datang:--

3. Tabun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai --—---- -

dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.———————

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kanto Q-—--——

Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang sahar@tung —

sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan. (z/
’ 5.  Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesaha c?an keuangan —-

fahunan serta laporan tugas pengawasan Dew. isaris, dan keputusan

penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.%
‘ 6. Perseroan wajib mengumumkan N@@n Laporan Laba/Rugi dalam -
da

surat kabar berbahasa lndonesitd n berperedaran nasional sesuai -——-—- -

dengan peraturan perung angan yang berlaku di bidang pasar -—

modal. » (,’\

-—----—--—--------—PENGGU@N LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -—— et

6Q_-_--_-_-_----Pasal 21,

1. Laba be@\Perseman dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam -

r&gén perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan -

merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara

penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
&. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian -—

yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan -

Q% tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun
\ buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian

yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama -

sekali tertutup seluruhnya.

‘ 4,  Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 ——

{lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam -—

dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
_-_-_-_-—
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r—D_i\;e:dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh e

pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) ——
tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang ——-
dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah -
lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.-———

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buk e N

Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-unn yang —
berlaku. Q

&
PENGGUNAAN CADANGAN _K
Pasal 22.

Penyisihan laba bersih untuk cadangan dﬁ@an sampai mencapai 20% —
(dua puluh persen) dari jumlah moc@gﬁpatkan dan disetor, dan hanya -
boleh dipergunakan untuk menykip kerugian yang tidak dipenuhi oleh ———

- S
cadangan lain. " \’

Jika jumlah cadangan t@ﬂelebihi jumlah 20% (dua puluh persen), — -

®
RUPS dapat memQ%kan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi -———-

keperluan P n.

Cadang ebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan
un @dnutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud -
&ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -
r dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan ~eeee--

Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan ————eeeeme

memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-——

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23.

cj -Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, -

akan diputus dalam RUPS.

tersebut di atas menerangkan bahwa:

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana —-———

Dari Modal Dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan -

—_—
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uang tunai melalui kas Perseroan oleh :

a. perseroan terbatas PT. MITRA DAYA MUSTIKA; berkedudukarr di —-
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya —
telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor --
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat ———

dalam :

N
—  Akta tertanggal 01-05-2012 (satu Mei dua ribu dua be{@fgor 7, -

yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjal@ukum, ----------
Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan tela gaapat ——
Pengesahan dari Menteri Hukum dan HQ@SA Manusia Republik -
Indonesia, dengan Surat Keputusé@ tertanggal 29-05-2012 (dua
puluh sembilan Desember dug N ua belas) nomor AHU-—————-
28688.AH.01.01.Tahun 2812.
‘ — Akta tertanggal ZQ-QQEB'Z {dua puluh enam Juli dua ribu dua —- -
belas) nomor 10@%@ dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, -———

Sarjana Hu@ Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan ——————
Pener& Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah —-

d@ma dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan ---

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 01-08--

6@&kum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —-—-

* 2012 (satu Agustus dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-——- -

bo 28447.

-selaku pemegang dan pemilik 588.540.000 (lima ratus delapan puluh -

Q% delapan juta lima ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal —

seluruhnya sebesar lima puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh

empat juta Rupiah.................o Rp.58.854.000.000,00.—
‘ b. perseroan terbatas PT. TRIMITRA KARYA JAYA, berkedudukan di ——
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya -

telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor -

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat —-.
-—"_-_-_-_
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dalam :

Akta tertanggal 28-05-2012 (dua puluh delapan Mei dua ribudua — © - ¢

belas) nomor 89, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, -———- -
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan telah -
mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertangg?@&—
2012 (lima Juni dua ribu dua belas) nomor AHU- O

&V
30111.AH.01.01.Tahun 2012. &
Akta tertanggal 03-07-2012 (tiga Juli dua rib &‘g?elas) nomor 10, -
yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJQ arjana Hukum, ————-

Sarjana Ekonomi, Notaris tersebUt@ Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasarn diterima dan dicatat didalam ---
database Sistem Adminisf%ﬁdan Hukum Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Mqr&@publik Indonesia, sebagaimana ternyata -
dalam Suratr.lya @wggal 17-07-2012 (tujuh belas Juli dua ribu dua
belas) nome@%lu-AH.m .10-26039, dan Penerimaan —
Pemb@%an Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan —
d@qt didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ——
\@menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -—

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 17-07-2012 (tujuh

\Q(Q

belas Juli dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-26040. ———

bo -selaku pemegang dan pemilik 588.540.000 (lima ratus delapan puluh —

de

O
% sSe
L

cj C. nyo

lapan juta lima ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal —

luruhnya sebesar lima puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh

empat juta RUPIaN..........ooeeeeetiieeeeeee Rp.58.854.000.000,00.-

nya MAYA MIRANDA AMBARSARI, _ _______ -



L

Y 2k

c ' pemegang dan pemilik 324.710.000 (tiga ratus dua puluh empat juta —-

tujuh ratus sepuluh puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya -
sebesar tiga puluh dua milyar é_mpat ratus tujuh puluh satu juta Rupiah -
ettt Rp.32.471.000.000,00.-
d. tuan GARIBALDI THOHIR,

I < !cku pem®falg dan pemilik 243.530.000 —

{(dua ratus empat puiuh tiga juta lj z{us tiga puluh ribu) saham ———

dengan nilai nominaj selurul‘r%a sebesar dua puluh empat milyar tiga —

ratus lima puluh tlgalu@mah

............................................................ Rp.24.353.000.000,00.-

e PEMERmTAHQkiRAH KABUPATEN BANYUWANGI, selaku ——— -
pemegan pemilik 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta)
sahaeengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua puluh dua milyar -
@ﬂan ratus juta Rupiah....................o Rp.22.900.000.000,00.-
6errseroan terbatas PT. SRIVIJAYA KAPITAL, berkedudukan di Jakarta
* Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah -—--
60 disesuaikan dengan Undang-Uhdang Republik Indonesia Nomor 40 —--

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam:-

N\

Q® — Akta tertanggal 01-06-2012 (satu Juni dua ribu dua belas) nomor 2,
\ ' | yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, -
cj Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan telah mendapat ——— ..
Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik -
Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-06-2012 ———.

(sembilan belas Juni dua ribu dua belas) nomor AHU-——— e

33325.AH.01.01.Tahun 2012.

-_—
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. tuan ANDREAS RE

— Akta tertanggal 26-07-2012 (dua puluh enam Juli dua ribu dua -

belas) nomor 100, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, ——- -
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan ——— -
| Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah —
diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan —
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rep Q-—-
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya te k%§J1-08--
2012 (satu Agustus dua ribu dua belas) nomor A {

28446. ' &c')

selaku pemegang dan pemilik 162.360.000 %s enam puluh dua -

juta tiga ratus enam puluh ribu) sahar@gan nilai nominal seluruhnya

sebesar enam belas milyar dua$2§a puluh enam juta Rupiah -——

............................................................... Rp.16.236.000.000,00.-
RUDDIN, |

o2

selaku
Npemegang dan pemilik 81.180.000 (delapan puluh satu juta seratus ——
delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -

delapan milyar seratus delapan belas juta Rupiah

e e e Rp.8.118.000.000,00.-
tuan SAKTI WAHYU TRENGGONO, NG

selaku pemegang dan pemilik 72.140.000 (tujuh puluh dua juta seratus -
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empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar tujuh

milyar dua ratus empat belas juta Rupiah

................................................................... Rp.7.214.000.000,00.-
-Sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak 2.290.000.000 (dua milyar dua —

ratus sembilan puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya —-

sebesar dua ratus dua puluh sembilan milyar Rupiah AN

................................................................................. Rp.229.000@. 00,00.-
ll.  Sehingga dengan demikian maka susunan anggota Direk@& Dewan -—--

Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: ’K

DIREKSL. A

- Presiden Direktur / : penghé@ﬁ ADI ADRIANSYAH----
Direktur Teknik SJ 1, tersebut.—

- Wakil Presiden Direktur  :, tuah GAVIN ARNOLD CAUDLE, ——-
ocﬂersebut.
®
- Direktur Independer(o\ : tuan CHRISANTHUS SOEPRIYO, ———
®

\ tersebut.
>

- Direktur b penghadap tuan HARDI WIJAYA

Q LIONG.
- &@mr : tuan MICHAEL WILLIAM —o—ooo

SOERYADJAYA, tersebut.—— e
@ Direktur :  tuan DAVID THOMAS FOWLER, ———

60 tersebut.

- Direktur > tuan RONY N. HENDROPRIYONO, ——

%Q tersebut.
&

DEWAN KOMISARIS.

cj - Presiden Komisaris :  tuan ABDULLAH MAKHMUD .
HENDROPRIYONO (dalam Kartu ——-
Tanda Penduduk tertulis AM.
HENDROPRIYONO), tersebut. —————

- Woakil Presiden Komiisaris : tuan EDWIN SOERYADJAYA,
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‘- Komisaris Independen . tuan RICHARD BRUCE NESS, —— —

tersebut.
! - Komisaris : tuan GARIBALDI THOHIR, tersebut.-..—
‘ - Komisaris Independen . nyonya Doktoranda ZANNUBA ARIFAH
‘ CH. R., tersebut. Q
‘ - Komisaris :  tuan ADI MARYONO, terse@- —————————
DEMIKIANLAH AKTA INI Q/

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pad th jam dan tanggal
: !

tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :

1.  Tuan SETIYA PRIMA DEKA,

Q ‘ -keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi.

R Q -Para penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan akta ini, -

\\ mereka terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta ini —

cj,b dan mereka telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara --—-——
lengkap.

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas mengenai kepala -

akta, komparisi serta dijelaskan pokok akta kepada para penghadap dan para —-

saksi, maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada --—-
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halaman terakhir ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya,——

Notaris. : . :

-Ditangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu tambahan, -

-Agli akta ini telah ditandatangani selengkapnya.

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

PENGAYDMAN

Nomor : AHU-10429.40.21.2014 Kepada Yth.
Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN..

. , , Pluit Selatan Raya 103
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA Q

Perubahan Anggaran Dasar

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbhk
Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sist Inistrasi

Lampiran :

Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 479, tanggal 22 Desember 201 dibuat oleh
Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN., berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JA A UTARA, beserta
dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 30 Desember 2014, mai perubahan Pasal 4
Ayat 1, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 64 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8,
Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 | 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal
12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 1 | 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,
Pasal 23, PT MERDEKA COPPER GOLD Thk, berk an di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistgm ‘e’wl istrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaima@\imaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal
diterbitkan surat pemberitahuan ini. b

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

|
|
[
| P2
| W
| Ige}?@
III{
Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2014
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0137219.40.80.2014 TANGGAL 30 Desember 2014



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

PENGAYOMAN

Nomor : AHU-49767.40.22.2014 Kepada Yth.
Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN..

. , , Pluit Selatan Raya 103
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA Q

Perubahan Data Perseroan

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbhk
Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sist Inistrasi

Lampiran :

Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 479, tanggal 22 Desember 201 dibuat oleh
Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN., berkedudukan di KOTA ADMINIST JAKARTA UTARA,
mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, PT MERDEKA COPPER G@Tbk, berkedudukan di
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicz@ lam Sistem Administrasi

C’
N

mtertg@n di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2014.

Badan Hukum.

@&.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
b REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

e (QQ/{\ II|'|| I@@\i@m

Illl
Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PA ANGGAL 30 Desember 2014
DAFTAR EROAN NOMOR AHU-0137219.40.80.2014 TANGGAL 30 Desember 2014




KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-13719.40.20.2014
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Q

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M. V\@suai
Akta Nomor 479 Tanggal 22 Desember 2014 tentang Perubahan B ukum
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk tanggal 30 Desember 2014 n Nomor
Pendaftaran 4014123031260362 telah sesuai dengan persy é@pengesahan
Perubahan Badan Hukum Perseroan; %
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima lam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak AS{si Manusia tentang
Pengesahan Perubahan Badan Hukum PT MERDE@@’PER GOLD Tbk;

\y

MEMUTUSKAN:%
Menetapkan

KESATU : Menyetujui Perubahan Badan Huk ?MERDEKA COPPER GOLD Tbk - dengan
NPWP 03.272.012.0-011.00(1 yaG? rkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN karena telah sesui;%n an Data Format Isian Perubahan yang disimpan
di dalam database Siste ministrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta
Notaris No.479 Tangg %esember 2014 yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE,
SH., SE., M.KN. yang dudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KEDUA : Keputusan ini be? sejak tanggal ditetapkan.
Apabila tern kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka

akan dia@perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

|
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Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2014
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0137219.40.80.2014 TANGGAL 30 Desember 2014




LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-13719.40.20.2014
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1. Modal Dasar : Rp. 400.000.000.000,00 &O®

2. Modal Ditempatkan : Rp. 229.000.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Jabatan Klasifikasi | Jumlah Lembar
Saham Saham

EDWIN SOERYADJAYA WAKIL PRESIDEN =
KOMISARIS

GARIBALDI THOHIR KOMISARIS - 243.% Rp 24.353.000.000
PT. TRIMITRA KARYA JAYA BADAN HUKUM = 58 00 Rp 58.854.000.000
PT. MITRA DAYA MUSTIKA  BADAN HUKUM = &40.000 Rp 58.854.000.000
PT. SRIVIJAYA KAPITAL BADAN HUKUM - %162.360.000 Rp 16.236.000.000
PEMERINTAH DAERAH BADAN HUKUM . &Q 229.000.000 Rp 22.900.000.000
KABUPATEN BANYUWANGI

MAYA MIRANDA - % 324.710.000 Rp 32.471.000.000

NAZARUDDIN
SAKTI WAHYU TRENGGONO - 72.140.000 Rp 7.214.000.000
ADI ADRIANSYAH SJOEKRI

AMBARSARI 0
ANDREAS REZA E @ : 81.180.000 Rp 8.118.000.000

GAVIN ARNOLD CAUDLE PRESIDEN A : :

CHRISANTHUS SOEP%DIREKTUR g : i
INDEPENDEN

HARDI WIJAYA Lloé‘ DIREKTUR \ : :

MICHAEL wi(J DIREKTUR : : :

SOERYA

@MAS FOWLER  DIREKTUR : : i

_ HENDROPRIYONO DIREKTUR : : .

ey Cj ULLAH MAKHMUD PRESIDEN i i i

ENDROPRIYONO KOMISARIS

RICHARD BRUCE NESS  KOMISARIS i i i
INDEPENDEN

ZANNUBA ARIFAH CH. R KOMISARIS i i i
INDEPENDEN

ADI MARYONO KOMISARIS i i i




NEN

AN QN

1, N

O

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

| ||0@R@i"\

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.

NIP. 19560125 198103 2001
DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0137219.40.80.2014 TANGGAL 30 Desember 2014




